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ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan saat ini semakin banyak terjadi di Indonesia dengan
berbagai modus dan cara yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan. Di antara sekian
banyak kasus yang terjadi sebagian pelaku berupaya menghilangkan jejak dan bukti
agar tidak terungkap perbuatannya. Sementara itu, pihak yang berwenang dalam
menangani kasus tersebut adalah aparat kepolisian, mereka mengumpulkan berbagai
alat bukti, indikasi dan keterangan dari berbagai pihak yang dimungkinkan bisa
membantu penyelidikan kasus tersebut. Salah satu upaya yang dilakukannya ialah
dengan menggunakan alat bukti sidik jari. Penelitian ini diproyeksikan untuk
mengetahui bagaimana kedudukan alat bukti sidik jari dalam pembuktian di dalam
hukum Islam dan hukum pidana Indonesia. Kemudian untuk mengetahui bagaimana
komparasi kedudukan alat bukti sidik jari antara kedua hukum tersebut guna
mengetahui persamaan dan perbedaan kedudukan alat bukti sidik jari antara kedua
hukum tersebut.

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian library research atau kajian
pustaka. Sumber data primer dari penelitian ini ialah al-Qur’an, Hadist dan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana. Untuk melengkapi penelitian ini penyusun
mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan
penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu mendeskripsikan
kedudukan alat bukti sidik jari menurut hukum Islam maupun hukum pidana
Indonesia. Kemudian dilakukan telaah komparasi mengenai kedudukan alat bukti
sidik jari antara kedua hukum tersebut. Dalam kajian ini ditinjau dari aspek
keabsahan dan kekuatan pembuktian dengan menggunakan alat bukti sidik jari.

Hasil dari penelitian ini ada dua hal, yaitu: pertama, persamaan setelah dilakukan
penelitian kedudukan alat bukti sidik jari di dalam hukum Islam dapat dilihat dengan
motode giyas dengan melihat persamaan ‘illat yaitu “fungsi” dari alat bukti yang
telah diakui oleh Islam. Dalam hukum Islam pembuktian dengan menggunakan sidik
jari dikategorikan sebagai salah satu bentuk garinah dan pendapat ahli, sehingga alat
bukti sidik jari sah dalam hukum Islam. Sedangkan dalam hukum positif sudah
dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP. Kedua, perbedaan dalam sumber yang
signifikan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai sidik jari sebagai alat
bukti tindak pidana pembunuhan di dalam hukum Islam menggunakan metode qiyas,
sedangkan di dalam hukum positif berdasarkan Undang-undang. Dan perbedaan
lainnya, alat bukti sidik jari berbeda di dalam kedua hukum tersebut karena perbedaan
sistem pembuktian yang dianutnya.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi

kata-kata Arab yang digunakan penyusun dalam Skripsi

ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari

1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab

f Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< Ba' B be

< Ta' [ te

& Sa' S es dengan titik di atas

d Jim J je

z Ha' H ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha' Kh ka dan ha

3 Dal D de

3 Zal Z zet (dengan titik di atas)

J Ra' R er

J Zai V4 zet

o Sin S es

U Syin Sy es dan ye
ul Sad S es (dengan titik di bawah)
ol Dad D de (dengan titik di bawah)
b Ta' T te (dengan titik di bawah)
5 Za' Z zet ( dengan titik dibawah)
d ‘Ain ‘ koma terbalik di atas

4 Gain G ge

o Fa' ef




it Qaf Q qi
d Kaf K ka
J Lam L el
a Mim M em
o Nun N en
3 Wawu w we
5 Ha' H ha
s Hamzah ; apostrof
¢ Ya' N ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap
83 Mla Ditulis Muta‘addidah
i Ditulis ‘iddah
C. Ta’Marbutah
1. Bila dimatikan ditulis h
dasa Ditulis Hikmah
de Ditulis ‘illah

(Ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal
aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan h.
ARPIPAES Ditulis karamah al-auliya'

2. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah
ditulis t atau h.

Jhidl) 383 Ditulis zakatul-fitri
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menjamin hak asasi manusia dibidang hukum, yaitu dengan
cara menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahannya dengan tidak terkecuali. Dalam Undang - Undang Dasar 1945, telah
dijelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas h}ukum
dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan
bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang demokratis dan menjunjung tinggi
hukum berdasarkan Pancasila dan Undang — Undang Dasar 1945.

Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan — aturan dan
ketentuan — ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun
masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan
hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memelihara keselarasan hidup di
dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan
kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Hukum Pidana Islam, dikenal
dengan sebutan jarimah atau perbuatan pidana. Tiap-tiap jarimah harus mempunyai
unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu nas}h yang melarang perbuatan atau yang

diancam hukumnya. Namun pada kenyataannya, walaupun telah ada ancaman dan



hukuman yang telah ditetapkan oleh syara’ berupa hadd® dan ta’zir akan tetapi masih
banyak orang melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang
diperintahkan-Nya. Sebagaimana kita ketahui, setiap pelanggaran akan dikenakan
sanksi (hukuman), baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam. Dalam
menetapkan suatu hukum diperlukan adanya pembuktian yang wajib deisampaikan di
depan pengadilan.

Dalam kaitannya dengan dunia peradilan, maka tidak akan lepas dari yang
namanya alat bukti. Dalam syari’at Islam alat bukti dapat berupa Igrar (pengakuan),
syahadah (kesaksian), yamin (sumpah), gasamah, ilmu pengetahuan hakim, dan
garinah (tanda-tanda).? Sedangkan didalam hukum positif alat bukti dapat berupa
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.’

Sementara itu di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)
dewasa ini serta terjadinya berbagai penemuan — penemuan baru dalam ilmu
pengetahuan dan teknologi modern dalam bidang hukum ternyata banyak yang
kondusif untuk upaya — upaya pembuktiaan perkara yang dilakukan oleh hakim,
diantaranya teknologi alat tes kebohongan, tes DNA, perekam suara (audio record),

perekam gambar (visual record), dan sidik jari.

' Hadd adalah suatu hukuman yang telah ditentukan oleh syara sehingga terbatas jumlahnya.
Sedangkan, ta ’zir yaitu suatu hukuman yang belum terdapat di dalam syara, sehingga hukuman ini
ditentukan oleh penguasa.

’TM. Hashi Ash Shidieqy. Peradilan dan Hukum Acara Islam. (bandung: Al-Maarif), him.
116.

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 184.



Pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yang harus dilakukan,
karena pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman
tentang cara-cara yang diberikan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang
didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian merupakan tahap paling menentukan
dalam proses persidangan, mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan
ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana
sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.

Menurut Pitlo, pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak
atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Menurut Subekti, yang
dimaksudkan dengan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran
dalil ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu
persengketaan. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan
yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana.
Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-
peristiwa tertentu.* Hukum pembuktian dalam acara pidana merupakan suatu hal yang
sangat penting, karena menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan

kepentingan.®

*Subekti, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang
Pengadilan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), him. 252.

SAnshorudin, Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif.
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), him. 39.



Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang berarti sesuatu
yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “pe”
dan akhiran “an” maka berarti proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Secara
terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa
dalam sidang pengadilan.® Perlunya pembuktian ini adalah sebagai langkah untuk
menegakkan kebenaran dan keadilan. Eksistensi alat bukti atau lebih dikenal dengan
pembuktian merupakan aspek yang sangat penting dalam proses persidangan
pengadilan supaya adanya kepastian dan penegakan hukum. Sesuai ketentuan Pasal
164 HIR/ 284 RBg ada lima macam alat — alat bukti, yaitu; bukti surat, bukti saksi,
persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Dalam hukum acara peradilan agama, selain alat bukti tersebut, maka alat
bukti yang dapat digunakan oleh hakim dalam melakukan pembuktian, bisa ditambah
dengan alat bukti berikut; Qarinah, pendapat ahli dan pengetahuan hakim. Sementara
dalam praktek hukum acara pidana yang ditegaskan dalam kitab undang — undang
hukum acara pidana (KUHAP) dalam pasal 184 alat — alat bukti yang sah itu adalah;
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Untuk
dapat ditemukannya bukti-bukti tersebut maka harus dilakukan tahap penyelidikan

terlebih dahulu vyaitu suatu proses pencarian dan pengumpulan barang bukti,

® Depdikbud, Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), him. 151. Lihat juga
Anshorudin, Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, him. 25.



mengidentifikasi tindak pidana terjadinya, serta menemukan tersangkanya.” Dengan
demikian hukum tidak diperbolehkan menjatuhkan vonis bila belum mendapatkan
bukti yang jelas dan otientik yang menunjukan bahwa kasus itu merupakan
pelanggaran hukum.

Kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap suatu
kejahatan adalah menemukan barang bukti maupun bekas — bekas kejahatan yang
tertinggal pada tempat kejadian perkara (TKP). Dalam lingkup hukum acara pidana,
barang bukti yang dicari oleh penyidik pertama adalah menemukan sidik jari pelaku
kejahatan. Salah satu kewajiban penyidik disebutkan dalam Kitab Undang — Undang
Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (1) butir (f) bahwa “penyidik dalam penyidikan
mempunyai wewenang untuk mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
Sedangkan dalam Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia Pasal 15 butir (h) menyebutkan bahwa “yang berwenang
mengambil sidik jari dan memotret seseorang adalah pihak kepolisian.”

Proses penyelidikan akan dilakukan melalui beberapa tahap yang salah
satunya dengan mengambil sidik jari. Sidik jari yang dalam bahasa inggris disebut
fingerprint ini diambil dalam proses penyelidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut
mengenai bukti-bukti yang mungkin tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara).

Hasil yang dicapai dari penyelidikan tadi merupakan suatu pengetahuan yang disebut

’ Nur’aini A.M. Hukum Acara Pidana. (Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga.
2003). him. 17.



dactyloscopy atau pengetahuan tentang sidik jari.® Sidik jari adalah hasil reproduksi
tapak — tapak jari, baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta maupun
bekas yang tertinggal pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit
telapak tangan atau kaki.

Tugas polisi sebagai penyidik salah satunya adalah mengungkap suatu tindak
pidana pembunuhan. Dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan, penyidik juga
harus mencari pelakunya dengan menemukan barang bukti sebagai petunjuk di
tempat kejadian perkara. Pelaku tindak pidana pembunuhan dapat diketahui dengan
cara mengidentifikasi sidik jari pelaku yang berada pada barang bukti atau korban
dari tindak pidana pembunuhan. Sidik jari pelaku digunakan penyidik sebagai barang
bukti di pengadilan serta untuk mengetahui identitas korban tindak pidana
pembunuhan. Selain itu juga sidik jari dapat digunakan dalam mengetahui identitas
pelaku tindak pidana baik pembunuhan ataupun tindak pidana lain. Dari keakuratan
penyidikan melalui sidik jari tersebut, dan melihat kondisi yang demikian, maka
butuh pengkajian mengenai permasalahan sidik jari sebagai alat bukti tindak pidana
pembunuhan di dalam hukum Islam maupun hukum positif.

Adapun permasalahannya adalah penggunaan sidik jari bagi penyidik untuk
mengungkap tindak pidana pembunuhan serta kendala yang dihadapi penyidik dalam
memanfaatkan hasil sidik jari untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan. Oleh

karena itu penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kedudukan sidik jari

® Karjadi, M, 1971. Tindakan dan penjidikan Pertama ditempat kejadian Perkara. (P.T. Gita
Karya, Jakarta.) Hal. 54.



sebagai alat bukti tindak pidana pembunuhan menurut hukum Islam dan hukum

Positif.

B. Pokok Masalah
Pokok masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah:
1. Bagaimana kekuatan hukum sidik jari sebagai alat bukti tindak pidana
pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan kedudukan sidik jari sebagai alat bukti

tindak pidana pembunuhan menurut hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan Dan Kegunaan
1. Tujuan
a. Untuk menjelaskan bagaimana kedudukan sidik jari sebagai alat bukti
tindak pidana pembunuhan di dalam hukum Islam dan hukum positif.
b. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap
kedudukan sidik jari sebagai alat bukti tindak pidana pembunuhan.
2. Kegunaan
a. Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi seputar kajian hukum Islam
dan hukum positif, serta perbandingan antara kedua hukum tersebut
mengenai kedudukan sidik jari sebagai alat bukti tindak pidana

pembunuhan.



b. Sebagai bahan kontribusi positif bagi para praktisi hukum dan teoritis
hukum untuk menambah literatur pengetahuan di bidang hukum mengenai

sidik jari sebagai alat bukti tindak pidana pembunuhan.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penulisan skripsi ini, penyusun berusaha semaksimal
mungkin melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang serupa
penelitian yang berkaitan dengan pembahasan. Berdasarkan telaah pustaka yang telah
penyusun lakukan, diskursus seputar pembuktian dan alat bukti telah banyak
dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para ahli. Tetapi pembahasan tentang
pembuktian dan alat-alat bukti sidik jari sebagai alat bukti tindak pidana pembunuhan
perspektif hukum Islam masih sedikit menjadi bahan pembicaran mereka.

Skripsi Hidayatul Rohman dengan judul Sidik jari sebagai Bukti dalam
Tindak Pidana ditinjau dari Hukum Islam.? Membahas pembuktian dengan sidik jari
dari berbagai kasus Tindak Pidana. Dengan demikian skripsi tersebut menjelaskan
secara umum pembuktian tindak pidana. Sedangkan karya tulis yang penyusun bahas
adalah Sidik Jari sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum
Islam dan Hukum Positif dengan pembuktian alat bukti sidik jari untuk mengungkap
pembunuhan tersebut itu jelas berbeda. Skripsi berjudul Tes DNA sebagai Alat Bukti

Zina dalam Perspektif Hukum Islam karya Muhammad Habib. Membahas

° Hidayatul Rohmah, Sidik Jari sebagai Bukti dalam Tindak pidana Ditijau dari Hukum
Islam, (Skripsi Tidak diterbitkan: Fakultas Syari’ah, 2000).



pembuktian zina dengan tes DNA,*° sedangkan karya tulis yang penyusun bahas sidik
jari sebagai proses pembuktian pidana pembunuhan.

Skripsi Joni Rianto dengan judul Sidik Jari sebagai Sarana Identifikasi Tindak
Pidana Pembunuhan perspektif hukum Islam, membahas tentang Identifikasi Sidik
Jari perspektif hukum Islam.** Dengan demikian skripsi tersebut menjelaskan
pembuktian dengan sidik jari menurut hukum Islam saja, sedangkan karya tulis yang
penyusun bahas adalah mengenai Sidik Jari sebagai alat bukti tindak pidana
pembunuhan perspektif hukum Islam dan hukum positif, jadi sangat berbeda karena
yang penyusun bahas tentang perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif.

Alasan penyusun mengambil tema sidik jari sebagai alat bukti tindak pidana
pembunuhan perspektif hukum Islam dan hukum positif, karena banyak kasus
pembunuhan yang hukumnya kadang bebas bersyarat karena pelaku memiliki
gangguan psikologi (gila) dan berbagai reaksi dari pendapat ilmuan maupun para ahli
hukum serta kasus pembunuhan yang beragam, dari mecekik leher hingga mati,
maupun memutilasi korban, sehingga sulit mengidentifikasi korban tersebut karena
sudah tidak utuh bagian tubuhnya. Pelaku melakukan tindakan pembunuhan karena
modus dendam maupun rasa cemburu berlebihan yang menimbulkan tindakkan
pembunuhan tersebut dilakukan. Maka penyusun tertarik untuk mengkaji tema ini,

karena dalam hukum Islam sendiri barang siapa orang membunuh dengan sengaja

19 Mohammad Habib, Tes DNA sebagai Alat Bukti Zina dalam perspektif Hukum Islam,
(Skripsi tidak diterbitkan ; Fakultas Syari’ah, 2002).

' Joni Rianto, Sidik Jari sebagai Sarana Identifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif
Hukum Islam, (Skripsi tidak diterbitkan: Fakultas Syariah dan Hukum, 2013).
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maupun tidak sengaja itu tetap di kenai sangsi hukuman, dengan proses pembuktian
dengan sidik jari ini penyidik mengidentifikasi korban dengan mengungkap kasus
hingga menangkap pelaku pembunuh tersebut untuk menjerat pelaku dan sebagai alat

bukti.

E. Kerangka Teori

Tujuan dari penerapan hukum Islam secara global adalah untuk menjamin
kehidupan dan kemaslahatan manusia serta menegakkan amar ma ruf nahi munkar.
Seperti halnya jika terjadi pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, harus diproses
terhadap ketentuan hukum. Dalam proses tersebut diantaranya akan melewati tahap
pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti guna mencari kebenaran dari
permasalahan tersebut.

Hukum Islam dibentuk secara fundamental dengan tujuan untuk
merealisasikan kemaslahatan umat manusia sekaligus menolak kemadharatan. Hal
ini, tentu saja sejalan dengan misi utama agama Islam sendiri, yaitu menegakkan
kemaslahatan manusia secara universal. Untuk merealisir kemaslahatan ini, Islam
memiliki dua sumber pokok hukum berupa nas} al-Qur’an dan as-Sunnah. Dua
sumber hukum Islam tersebut, yang memuat tentang prinsip - prinsip dan aturan yang
komprehensif dan berlaku secara universal. Meski demikian, bersamaan dengan
berjalannya waktu dan perubahan waktu, serta berubahnya tata kehidupan sosial

kemanusiaan dalam tatanan fraksi hukum Islam sempat dipengaruhi oleh adanya
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perubahan dalam masyarakatnya. Maka dengan adanya perubahan fenomena tersebut,
Islam harus bisa menyesuaikan dengan keadaan tersebut.

Penulisan hasil penelitian atau kajian yang dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah harus didasari pada satu atau beberapa teori yang sudah ada
sebelumnya. Secara global dijelaskan, tujuan penerapan hukum Islam dalam
menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan.
Kemaslahatan itu dapat diwujudkan dan dilihat dari kelima unsur pokok itu adalah
agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda yang terbagi menjadi tiga tingkatan
kategori yaitu, dharuriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat.*?

Apabila seseorang melakukan tindakan melanggar hukum, maka haruslah
diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, salah satu proses yang harus dilalui
dalam hukum positif adalah penyidikan yaitu ”Serangkaian tindakan mencari serta
menggumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak

5913

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”"’, yang merupakan tahap

"> Dharuriyyat ialah suatu masalah menjadi keharusan dalam menegakan agama dan akhirat
di mana ketika maslahah tersebut tidak terwujud, maka kebaikan —kebaikan urusan dunia tidak akan
langgeng, bahkan akan rusak dan roboh, kemudian kehidupan akan sirna, serta dalam urusan akhirat
keselamatan dan kenikmatan akan lepas kembali dalam keadaan merugi. Hajiyyat maknanya adalah
kemaslahatan itu sangat dibutuhkan sertra kelapangan dan hilangnya kesempattan yang umumnya
mendatangkan kesulitan dan yang berkaitan dengan hilangnya tuntutan agama. Apabila masalah itu
tidak terselesaikan, maka kesulitan akan menimpa mukallaf, tetapi kesulitan tersebut tidak sampai
kepada batas kerusakan yang biasa terjadi dalam kebaikan-kebaikan secara umum. Tahsiniyyat artinya
mengambil kemaslahatan dengan sesuatu yang diperlukan dari kebaikan-kebaikan secara umum dan
diperlukan kaidah-kaidah yang longgar yang menjadikan akal sempurna dan bisa mendatangkan
kemuliaan akhlak. Lihat Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Figih, ahli bahasa Noer Iskandar Al-
Barsany dan Moh, Tolchah Mansoer, cet.1ll, (jakarta: PT.Raja Graflndo Persada, 1993), him. 331-333.

YU No. 08 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal layat
).
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memperoleh barang bukti untuk menjerat pelaku di persidangan nantinya. Dalam
undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang terdapat

13

dalam pasal 6 ayat (2) dikemukakan “ Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana,
kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang,
mendapat keyakianan bahwa seseorang yang dapat bertanggung jawab telah bersalah
atas perbuatan yang dituduhkan kepada dirinya”. Hal ini juga sejalan dengan asas
legalitas yang merupakan salah satu asas dalam hukum pidana.*

Proses identifikasi manusia masih sulit dilakukan sebelum ditemukannya
tanda pengenal pada sidik jari. Sejak itu, muncul ilmu Daktiloskopi, yang khusus
mempelajari sidik jari. Namun sejak lama Islam melalui al-Qur’an telah menjelaskan
dan merumuskan teori tersebut (biometrik). Al-Qur’an telah memperhatikan sidik jari
sebagai sesuatu yang sangat vital dalam anggota tubuh kita. Allah berfirman,
"Apakah manusia mengira bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang-

belulangnya? Ya, bahkan Kami mampu menyusun (kembali) ujung jari-jarinya

dengan sempurna.” (QS. al-Qiyamah 75:3-4)
B by (g O o 2B s+ asllae ok JT 0L Y ot

Menurut Harun Yahya dalam Pesona al-Qur’an ketika menjelaskan ayat di

atas menulis bahwa penekanan pada sidik jari memiliki makna sangat khusus. Ini

YAsas yang mengemukakan seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan,
tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHAP.

5 Q.S. al- Qiyamah (75): 3-4.
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dikarenakan sidik jari setiap orang adalah khas bagi dirinya sendiri. Setiap orang yang
hidup atau pernah hidup di dunia ini memiliki serangkaian sidik jari yang unik dan
berbeda dari orang lain. Itulah mengapa sidik jari dipakai sebagai kartu identitas yang
sangat penting bagi pemiliknya dan digunakan untuk tujuan ini di seluruh penjuru
dunia. Harun Yahya melanjutkan, sistem pengkodean lewat sidik jari ini dapat
disamakan dengan sistem kode garis (barcode) sebagaimana yang digunakan saat ini.
Akan tetapi, ujarnya, yang penting adalah bahwa keunikan sidik jari ini baru
ditemukan di akhir abad ke-19. Sebelumnya, orang menghargai sidik jari sebagai
lengkungan-lengkungan biasa tanpa makna khusus. Namun, dalam al-Qur'an, Allah
merujuk kepada sidik jari, yang sedikitpun tak menarik perhatian orang waktu itu,
dan mengarahkan perhatian kita pada arti penting sidik jari yang baru mampu
dipahami di zaman sekarang.*®

Namun, para penentang kebenaran al-Qur’an selalu saja mencari celah.
Dikatakan, bahwa konsep sidik jari sebenarnya sudah diperkenalkan sejak dulu
sebelum Islam lahir. Di China, pada abad ketiga sebelum masehi, sidik jari sudah
dijadikan sebagai bukti otentikasi pinjaman. Konon, pedagang Muslim Arab bernama
Abu Zaid Hasan, saat berkunjung ke China sebelum 851 CE, menyaksikan pedagang
China menggunakan sidik jari untuk otentikasi pinjaman. Pada 650 CE, sejarawan
China yang bernama Kia Kung-Yen mengatakan bahwa sidik jari dapat digunakan
sebagai alat otentikasi. Terlepas dari adanya data terakhir ini, yang jelas, bagi kita

sebagai umat Islam sangat bangga dengan adanya kitab suci bernama al-Qur’an.

Bhttp://dai21juli.blogspot.com10/19/2012/10:18PM/inilah-penjelasan-sidik-jari-dan.html
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Sejak 14 abad yang lalu, al-Qur’an selalu otentik dipergunakan. Informasi-
informasi ilmiah yang diberikannya selalu teruji sampai kapanpun, yang saat itu
belum disadari sama sekali oleh orang. Dengan kata lain, al-Qur’an adalah bukti
tertulis yang paling otentik yang bisa dijadikan sebagai rujukan ilmiah dalam
mengupas persoalan-persoalan teknologi zaman sekarang. Sedangkan bukti-bukti lain
terkadang harus terkikis zaman atau hilang dan terbakar.

Pengakuan adanya keunikan sidik jari mulai diperkenalkan oleh ahli anatomi
Jerman bernama Johann Christoph Andreas Mayer (1747-1801) pada tahun 1788.
Menurutnya, setiap sidik jari manusia itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Hal
serupa juga dikemukakan oleh Sir William James Herschel (1833-1918) pada tahun
1858. Namun, pada saat itu, sidik jari belum dipakai sebagai teori ilmiah (saintis)
untuk dijadikan sebagai tanda pengenal seseorang.*’

Sidik jari tidak saja digunakan sebagai alat untuk mengungkap kriminalitas,
tapi juga mulai memasuki ranah yang lain, seperti untuk mesin absensi, teknologi
akses kontrol pintu, finger print data secure, aplikasi retail, sistem payment dan masih

banyak lagi. Sidik jari memiliki beberapa sifat dan karakteristik yaitu sebagai berikut

1. Parennial nature, yaitu adanya guratan-guratan pada sidik jari yang melekat
pada manusia yang bersifat seumur hidup. Karena itu, pola sidik jari relatif

mudah diklasifikasikan. Dalam sidik jari, ada pola-pola yang dapat

7 1bid.
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diklasifikasikan sehingga untuk berbagai keperluan, misalnya pengukuran,
mudah dilakukan.

2. immutability, yang berarti bahwa sidik jari seseorang tak akan pernah berubah.
Sidik jari bersifat permanen, tidak pernah berubah sepanjang hayat. Sejak lahir,
dewasa, hingga akhir hayat, pola sidik jari seseorang bersifat tetap kecuali sebuah
kondisi yaitu terjadi kecelakaan yang serius sehingga mengubah pola sidik jari
yang ada. Hal ini berbeda dengan anggota tubuh lain yang senantiasa berubah,
seperti bentuk wajah yang berubah seiring usia.

3. individuality, yang berarti keunikan sidik jari merupakan originalitas pemiliknya
yang tak mungkin sama dengan siapapun di muka bumi ini sekali pun pada
seorang yang kembar identik. Dengan kata lain, sidik jari bersifat spesifik untuk
setiap orang. Kemungkinan pola sidik jari sama adalah 1:64.000.000.000, jadi
tentunya hampir mustahil ditemukan pola sidik jari sama antara dua orang. Pola
sidik jari di setiap tangan seseorang juga akan berbeda-beda. Pola sidik jari di ibu
jari akan berbeda dengan pola sidik jari di telunjuk, jari tengah, jari manis, dan
kelingking.

Tiga sifat dan karakter di atas menunjukan jika sidik jari pantas untuk
dijadikan sebagai alat pembeda identitas. Karena, selama ini cara tersebut sangat
ampuh dalam mengungkap berbagai kriminalitas di berbagai belahan dunia dan

berbagai kebutuhan lainnya.™® Identifikasi seseorang yang sering digunakan dan dapat

Bhttp://dai21juli.blogspot.com10/19/2012/10:18PM/inilah-penjelasan-sidik-jari-dan.html
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dijamin kepastian hukumnya adalah dengan cara mempelajari sidik jari disebut
sebagai Daktiloskopi. Daktiloskopi dilaksanakan atas dasar prinsip bahwa sidik jari
tidak sama pada setiap orang dan sidik jari tidak berubah selama hidup.®

Daktiloskopi dalam perkembangnnya tidak saja diaplikasikan di bidang
kriminal, tetapi juga di bidang nonkriminal, misalnya, identifikasi bayi yang baru
lahir, administrasi personal, pemegang kartu pengenal/keterangan, penderita amnesia,
mayat yang tidak dikenal, dan untuk kepentingan yang lain seperti untuk pengurusan
klaim asuransi, pensiun, perbankan, ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin
Mengemudi, dan paspor. Pentingnya peranan Daktiloskopi seperti tersebut, maka
jelas sidik jari merupakan alat bukti yang akurat untuk menentukan identitas
seseorang secara alamiah.

Sejarah  perkembangan Daktiloskopi di Indonesia diawali dengan
dikeluarkannya Koninklijk Besluit 16 Januari 1911 Nomor 27 (1.S 1911 Nomor 234)
tentang Penugasan kepada Departemen Kehakiman untuk menerapkan Sistem
Identifikasi Sidik Jari atau Daktiloskopi. Pelaksanaan sistem Daktiloskopi ini dimulai
pada tanggal 12 November 1914 setelah dengan resmi dibuka sebuah kantor
Daktiloskopi Departemen Kehakiman yang dilakukan dengan Keputusan Gubernur
Jenderal Hindia Belanda (Besluit van den Governeur-Generaal van Nederlandsch-
Indie) tanggal 30 Maret 1920 Nomor 21 (1.S. 1920 Nomor 259) tentang Pembentukan
Kantor Pusat Daktiloskopi Departemen Kehakiman. Selain itu, dengan Keputusan

Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 28 Maret 1914 Nomor IT (.S 1914

YU Daktiloskopi Pasal 1.



17

Nomor 322) tentang Reorganisasi Kepolisian di Batavia, Semarang, Surabaya,
termasuk Meester Cornelis, Kepolisian ditugasi untuk mengambil fotografi dan
Daktiloskopi di bagian reserse. Dalam masa kemerdekaan berbagai peraturan
perundang-undangan nasional mencantumkan ketentuan tentang pengambilan sidik
jari, antara lain terdapat dalam KUHAP.

Berdasarkan kegunaan dan pemanfaatan Daktiloskopi yang menjamin
kepastian hukum identitas seseorang, maka penyelenggaraan Daktiloskopi perlu lebih
diefektifkan dan ditingkatkan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Daktiloskopi diatur

dalam suatu Undang-Undang.?

1. Daktiloskopi adalah ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan
pengenalan kembali identitas orang dengan cara mengamati garis yang terdapat
pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki.

2. Penyelenggaraan Daktiloskopi adalah kegiatan mencari, menemukan,
mengambil,  merekam, mengamati,  mempelajari,  mengembangkan,
merumuskan,mendokumentasikan, mencari kembali dokumen, dan membuat
keterangan Sidik Jari seseorang.

3. Pejabat Daktiloskopi adalah orang yang karena keahliannya diangkat dalam
Jabatan Fungsional untuk melaksanakan teknis pendaktiloskopian.

4. Data Sidik Jari adalah rekaman jari tangan atau telapak kaki yang terdiri atas

kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu, baik yang sengaja diambil

“1bid.,
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dengan tinta atau dengan cara lain maupun bekas yang tertinggal pada
permukaan benda karena terpegang atau tersentuh oleh jari tangan atau telapak
kaki.

5. Keterangan Sidik Jari adalah uraian yang menjelaskan tentang identifikasi data
sidik jari seseorang yang dibuat oleh pejabat Daktiloskopi.

6. Lembaga Daktiloskopi adalah instansi pemerintah yang berfungsi sebagai pusat
pembinaan dan penyelenggaraan Daktiloskopi.

7. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya

meliputi bidang Daktiloskopi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti
untuk mencapai suatu tujuan. Cara tersebut digunakan setelah peneliti
memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.”* Dalam
melakukan penelitian terhadap permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya,
penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, artinya penelitian ini merujuk

pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan,

putusan hakim, serta doktrin-doktrin yang diperolen melalui bahan-bahan

'Winarno Surakhmad, (ed) Pengantar Penelitian Ilmiah 9 dasar metode tekhnik, (Bandung:
tarsito, 1990), him. 191.
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kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan Library Research (penelitian
leteratur kepustakaan yang terkait dengan obyek penelitian), yaitu meliputi buku-
buku, majalah, koran, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi
terkait yang dibahas sebagai sumber datanya.?
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif-analitik. Deskriptif adalah
penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta.®
Komparatif, memperbandingkan kedudukan sidik jari sebagai alat bukti tindak
pidana pembunuhan menurut hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan
analitik bersifat fakta-fakta kondisional dari suatu peristiwa.?* Hal ini
dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti secara gamblang dan
terfokus tentang kedudukan dan kekuatan dalam hal sidik jari sebagai alat bukti
tindak pidana pembunuhan prespektif hukum Islam dan hukum positif.
3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data di dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian
yaitu bahan data primer berupa al-Qur’an, Hadist, KUHAP dan Undang-undang yang,
membahas tentang sidik jari sebagai alat bukti tindak pidana. Bahan sekunder berupa

kitab ushul figh, buku-buku dan artikel yang membahas tentang sidik jari sebagai alat

?2Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), him. 9.
Z1bid., him.14.

*Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002),
him.140.
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bukti. Kemudian bahan tersier berupa kamus-kamus yang dapat menjelaskan tentang
arti, maksud, dan istilah-istilah yang terkait dengan pembahasan.
4. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan hasil penelitian ini adalah
deduktif dan induktif. Induktif yaitu cara berfikir dengan berangkat dari faktor-faktor
yang khusus atau peristiwa yang kongkrit.?> Dalam hal ini penyusun mengemukakan
berbagai pendapat fugaha dengan ilmuan yang berkaitan dengan masalah sidik jari
sebagai alat bukti tindak pidana pembunuhan dan kemudian dari faktor-faktor
peristiwa yang khusus atau kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat
umum. Sedangkan deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisa yang
berangkat dari pengetahuan yang sifatnya murni dan bertitik tolak pada pengetahuan
umum untuk menilai sesuatu kejadian khusus.?® Dalam hal ini penyusun
mengemukakan berbagai pendapat fugaha dan ilmuwan yang berkaitan dengan
masalah sidik jari sebagai alat bukti tindak pidana pembunuhan. Dari pendapat
tersebut ditarik kesimpulan bersifat khusus.
5. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Pendekatan normatif

#Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offest, 1986), him. 42.

B1bid, him. 36.
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Pendekatan normatif yaitu, cara pendekatan suatu masalah yang sedang
diteliti dengan melihat berdasarkan nas}h al-Qur’an maupun dalam
pembenaran atas masalah yang sedang diteliti.
b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang sedang diteliti
berdasarkan pada hukum pidana Islam maupun hukum positif yang nantinya
digunakan untuk menganalisis tentang sidik jari sebagai alat bukti tindak
pidana pembunuhan apakah sudah sesuai dengan prinsip pembuktian

menurut hukum pidana Islam maupun hukum positif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing
bab terdiri dari sub bab dengan tujuan agar pembahasan skripsi ini tersusun dengan
sistematis. Adapun sistematika penyusunan sebagai berikut ini:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metodolog penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum pembuktian dan alat bukti dalam
hukum Islam dan positif serta pengertian sidik jari. Dalam bab ini, memberikan
gambaran umum tentang pembuktian dan alat bukti dalam hukum Islam dan hukum

positif, pembahasan dimulai dengan pengertian pembuktian, dasar-dasar hukum
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pembuktian dan macam-macam alat bukti dalam hukum pidana Islam dan hukum
positif, serta pengertian sidik jari.

Bab ketiga, mengulas pandangan hukum Islam dan hukum pidana positif
tentang sidik jari sebagai alat bukti tindak pidana pembunuhan.

Bab keempat, penyusun akan menganalisis tentang bagaimana perbandingan
sidik jari sebagai alat bukti tindak pembunuhan antara hukum Islam dan hukum
positif dari segi status dan segi kedudukan. Untuk melihat persamaan dan perbedaan
kedudukan sidik jari sebagai alat bukti tindak pidana pembunuhan.

Bab kelima, memuat kesimpulan yang berisi jawaban dari pokok

permasalahan dan saran-saran.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis terhadap permasalahan yang dipaparkan pada

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan hukum Islam terhadap sidik jari sebagai alat bukti tindak
pidana pembunuhan itu bisa diterima. Pembuktian dengan sidik jari yang
dibuktikan oleh pendapat ahli adalah boleh jika itu memang bisa buktikan
sesuai kebenaran yang ada. Sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan
menurut hukum Islam tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu dari
bentuk garinah. Alat bukti sidik jari dan garinah itu mempunyai arti yang
sama dan sangat erat jika kedua alat bukti ini digabungkan. Karena dalam
kedua alat bukti tersebut mempunyai kegunaan yang sama untuk mencari
petunjuk-petunjuk dalam mengungkap suatu kejadian perkara yang dapat
digunakan sebagai alat bukti tindak pidana pembunuhan diantaranya. Dan
menurut hukum positif alat bukti sidik jari adalah alat bukti yang sah.
Sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

2. Berdasarkan pembahasan tersebut ada persamaan dan perbedaan yang ada,
yaitu bahwa kedua hukum tersebut merupakan tatanan hukum yang
dinamis. Dari segi keabsahan, alat bukti sidik jari sah sebagai alat bukti
tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam dan hukum positif. Sidik

jari sebagai alat bukti tindak pidana pembunuhan baik di dalam hukum
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Islam dan hukum positif, tidak bisa dipisahkan lagi dengan alat bukti
pendapat ahli. Karena perlunya pemahaman yang khusus untuk
menganalisa alat bukti tersebut. Maka kedua hukum tersebut
membutuhakan keahlian dari seorang profesional dalam bidang tersebut.
Titik tekan berbedaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai
sidik jari sebagai alat bukti tindak pidana pembunuhan adalah pijakan
dasar dalam penetapan hukum. Dalam hukum Islam menggunakan metode
giyas, sedangkan hukum positif berdasarkna undang-undang. Serta ada
perbedaan yang mendasar lagi, yaitu hukum Islam dan hukum positif

berbeda dalam menganut sistem pembuktian.

Ini adalah penelitian yang diuraikan dengan metode kepustakaan, artinya
penyusun hanya membuat rangkuman tulisan atau karya yang telah ada
pada buku-buku atau bentuk lainnya. Dengan maksud sebagai latihan
penyusun yang sangat perlu arahan dan masukan guna melatih
pemahaman. Karena penyusun menyadari dengan segala kekurangan yang
ada, maka respon pembaca dalam bentuk apapun akan penyusun terima.
Karena baik ataupun buruk respon tersebut, penyusun yakin itu adalah
sebagai sarana yang sangat membantu dan sebagai bahan untuk penyusun
menjadi lebih mengerti dan memahami.

Pembuktian dengan sidik jari ini adalah pembuktian yang sangat akurat,

jadi sangat perlu sekali jika sidik jari ini dikembangkan lagi ilmunya guna
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bisa mempermudah lagi buat para penyidik untuk mengungkap tindak
pidana kejahatan. Karena pada jaman sekarang ini banyak sekali tindakan-
tindakan yang terkadang tidak teduga oleh akal manusia karena
tindakannya juga yang semakin berkembang, dan kejadian tersebut bukan

hanya kasus pemunuhan saja, melainkan kasus-kasus yang lainnya.
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A. TERIEMAHAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB |

HLM

FTN

TERJAMAHAN

12

15

Apakah manusia mengira, bahwa kami titak akan
mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya? Bukan
demikian, sebenarnya Kami kuasa menyusun (kembali) jari
jemarinya dengan sempurna (QS. Al-Qiyamah (75):3-4)

BAB Il

HLM

FTN

TERJIEMAHAN

27

36

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu
menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka
hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil
diantara kamu, atau dua orang yang berlainan dengan
kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu
ditimpa bahaya kematian. (Al-Maidah (5) :106)

31

47

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang
yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena
Alloh biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan
kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Alloh
lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari
kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata)

Atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Alloh
adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
(An-Nisa’ (4) : 135)

31

49

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’alah
tidak secara tunai untuk wahyu yang ditentukkan,
hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang
penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana
Alloh telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis,
dan hendaklah orang yang menulis itu mengimlakan ( apa
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada
Alloh Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun
daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang




lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri
tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya
mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengn dua
orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak
ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua
orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai,
supaya jika seorang lupa maka seorang lagi
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan
janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun
besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian
itu, lebih adil di sisi Alloh dan lebih dapat menguatkan
persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)
keraguanmu, ( Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika
muamalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan
diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu
tidak menulisnya. (Al-Bagarah (2) : 282)

63

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang
yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena
Alloh biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan
kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Alloh
lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari
kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata)

Atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Alloh
adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
(An-Nisa’ (4) : 135)

BAB IlI

No | HLM

FTN

TERJEMAHAN

92

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang
lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka
bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan
jika kamu tidak mengetahui. (An-Nahl (16) : 43)

BAB IV

[No| HLM [ FTN |

TERJEMAHAN




86 110 | Membawa (hukum) yang (belum) diketahui kepada hukum
yang sudah diketahui, dalam rangka menetapkan hukum
bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan
keduanya, baik hukum maupun sifatnya.

88 112 | Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang

lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka
bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan
jika kamu tidak mengetahui. (An-Nahl (16) : 43)




LAMPIRAN I1

B. BIOGRAFI ULAMA SARJANA

1. AS-SAYYID AS-SABIQ

Seorang ulama yang terkenal sebagai pengajar dari Universitas Al-Azhar
Kairo Mesir. Beliau dilahirkan tahun 1356 H. Banyak menulis berbagai kitab, baik
mengenai masalah agama atau politik, sebagai penganjur ijtihad yang mengajarkan
untuk kembali kepada al-Qur’an dan Hadits. Pada tahun 1950-an beliau mendapat
gelar profesor dalam jurusan llmu Hukum Islam pada Universitas Fund I. Karyanya

yang paling menonjol adalah al-Figh as-Sunnah dan al-Islamiyyah.

2. Imam al-Bukhori

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Muhammad Ibn
Muhammad al-Buukhori lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal H. Pada tahun
210 H, beliau beserta ibu dan saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya beliau
tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui paraa fugaha dan ahli hadits. Beliau
mukim di Madinah dan menyusun kitab al-Tarikah al-Kabir. Pada masa mudanya
berhasil menghafal 70.000 hadits dengan seluruh sanadnya. Usahanya untuk
menjumpai para muhaddisin adalah dengan melawat kee Baghdad, Basrah, Kuffah,
Makkah, Syam, Hunas, Asygalan, dan mesir. Setelah usia lanjut beliau pergi ke

Khurasan, sebuahh kota kecil di Samarkand sampai wafatnya pada akhir bulan



Ramadhan tahun 356 H. Karya beliau yang sangat terkenal di dunia Islam adalah

kitab Sahih al-Bukhari.

3. M. Yahya Harahap

Beliau adalah praktisi hukum ternama yang telah bergelut dalam dunia hukum
sejak tahun 1961, lahir di Parau Sorat Sipirot (Tapanuli Selatan) tanggal 18 Des 1934,
beliau menempuhh kuliah pada fakultas Hukum USU (Universitas Sumatra Utara),
dalam karirnya beliau berprofesi sebagai seorang hakim mulai tahun 1961 sampai

tahun 2000 dengan jabatan ketua muda pidana umum pada MA. Tahun 273 H.
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C. Cara Pengambilan Sidik Jari

Sidik jari direkam pada sehelai kartu sidik jari di mana terdapat kolom-kolom
untuk sidik jari yang tidak digulingkan (rolled impression), kolom untuk sidik jari
yang tidak digulingkan (plain impression), dan kolom untuk informasi beserta
identitas orang yang diambil sidik jarinya.

Hasil pengambilan harus bagus dan bersih karena rekaman sidik jari itu akan
menjadi rekaman yang permanen dari orang yang bersangkutan apakah ia seorang
pembunuh, atau seorang yang ditahan karena melakukan suatu tindak pidana, seorang
pelamar pekerjaan, pekerja atau pegawai dan sebagainya, untuk dimanfaatkan
dikemudian hari, sebagai sarana pengenalan kembali terhadap mereka di kemudian
hari, baik untuk maksud-maksud penyidikan, memperkuat pembuktian, maupun
untuk kepastian mengenai diri seseorang (personal identification).

Apabila tidak diambil dengan teliti, sidik jarinya tidak akan dapat dirumus
untuk disimpan, atau dicari kernbali pada waktu diperlukan.

Peralatan yang diperlukan untuk pengambilan sidik jari meliputi:

a. TINTA DAKTILOSKORPI, sejenis tinta cetak hitam yang dicampur dengan
minyak sehingga tinta cepat kering.
b. PLAT KACA , ukuran £ 12 x 28 cm, tempat tinta daktiloskopi diratakan.

Dapat juga digunakan bahan-bahan tak berpori seperti porselin dan plastik.
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c. ROLLER, serotong karet bulat berdiameter £ 2 cm dan panjang = 5-6 cm
digunakan untuk meratakan (menggulingkan) tinta daktiloskopi pada plat kaca.

d. PENJEPIT KARTU SIDIK JAR I, alat yang dibuat dari kayu dan dilengkapi
dengan jepitan logam untuk menjepit kartu sidik jari agar tidak bergeser ketika
pengambilan sidik jari sedang dilakukan.

e. KARTU SIDIK JARI, dibuat dari kertas tebal licin berukuran 20x20cm.

Gambar. Peralatan untuk mengambil sidik jari
Langkah-langkah berikut ini sebaiknya digunakan bila melakukan pengambilan sidik
jari:

a. Tuangkan sejumlah tetes tinta daktiloskopi di atas plat kaca. Ratakan tinta

tersebut dengan roller yang digerakkan maju-mundur. Usahakan tinta tidak

terlalu tebal.
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b. Berilah Blanko Kartu Sidik Jari pada orang yang hendak diambil sidik
jarinya untuk ditulis nama serta keterangan-keterangan yang diperlukan. Anda
sendiri (petugas) harus mengisi data sinyalemen orang yang bersangkutan,
menulis tanggal pengambilan, dan nama serta tanda-tangan anda sendiri di

kolom-kolom yang telah tersedia.

c. Tempatkan Kartu Sidik Jari pada penjepit kartu sidik jari sedemikian rupa

sehingga kolom untuk jari tangan kanan yang digulingkan siap untuk dipakai.

d. Peganglah tangan kanan orang yang bersangkutan dan minta kepadanya
untuk berdiri disebelah kanan anda sedikit kebelakang. Lihatlah jari-jari
tangan yang bersangkutan, jika jari-jari basah karena keringat keringkanlah
terlebih dahulu, demikian juga bila jari-jari tersebut kotor. Jika garis-garis
papilairnya halus anda hanya memerlukan tekanan sedikit saja, tetapi apabila

garis-garis papilair itu besar atau kasar anda harus menekannva cukup kuat.

e. Kaca yang sudah bertinta, lalu gulingkan jari tersebut dari sisi kuku
yang satu ke sisi kuku lainnya. Buatlah demikian juga untuk jari-jari

tangan kanan yang lain, jari telunjuk dan akhirnya kelingking.

f. Gulingkan jari-jari tersebut sekali saja pada kartu sidik jari sesuai dengan

kolomnya masing-masing.
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g. Geser kartu sidik jari sedemikian rupa sehingga kolom untuk jari-jari tangan
Kiri. siap untuk digunakan. Berilah tinta lagi pada plat kaca atau ratakan kembali

tinta dengan roller jika perlu.

h. Mintalah orang yang bersangkutan berdiri disebelah kanan anda,
pegang tangan kirinya dan lakukan prosedur seperti pada tangan kanan.
Catatan: Beberapa buku pelajaran menyatakan jari-jari sebaiknya di-
gulingkan ke arah badan orang yang bersangkutan, sedang buku-buku
lainnya menyatakan sebaliknya. Cobalah kedua-duanya dan gunakan

mana yang memberikan hasil yang terbaik.

i. Geserlah Kartu Sidik Jari sedemikian rupa sehingga kolom untuk "Plain

Impression” siap untuk digunakan. Ratakan tinta kembali.

j. Mintalah orang yang bersangkutan untuk meluruskan ke-empat jari
tangan kanannya berdampingan (telunjuk, jari tengah, jari manis, jari
kelingking). Berikan contoh dengan jari anda sendiri dengan cara yang
sama. Peganglah jari-jari tangan orang tersebut dan tekan langsung pada
tinta. Angkat dan ulangi prosedur yang sama pada kolom yang telah
tersedia pada kartu sidik jari. Lakukan prosedur seperti ini juga pada ibu

jari tangan kanan yang bersangkutan.



Gambar. Sikap Pengambilan Sidik Jari Tangan Kanan Gambar. Sikap Pengambilan Sidik Jari
Tangan Kiri

Gambar, Sidik jari yang rata Gambar. Sidik jari yang digulingkan

2. jempol kanan




Gambar. Cara pengambilan sidik jari yang rata
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Gambar. Cara pengambilan sidik jari yang digulingkan

Untuk memperoleh hasil pengambilan sidik jari yang baik, ada beberapa hal

yang perlu diperhatikan :

a. Pemberian tinta dalam jumlah yang tepat pada plat kaca.
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b. Periksa jari-jari tangan orang yang bersangkutan terlebih dahulu se-

belum pengambilan dilakukan. Bersihkan jika kotor atau berminyak.
c. Penggulingan jari-jari dilakukan dengan halus dan tekanan yang rata.

Pengambilan sidik jari akan memberikan hasil yang tidak sempurna kurang
baik, apabila :

a. Tinta digulingkan tidak rata atau tidak cukup.

= Pengambilan Sidik Jari Pada Mayat

Pengambilan sidik jari perlu dilakukan terhadap mayat tidak dikenal
(korban pembunuhan/bunuh diri/kecelakaan).Maksudnya agar mayat tersebut
dapat di identifikasi atau untuk penyisihan (“elimination prints") dalam upaya
mengidentifikasi tersangka peristiwa tersebut. Dalam hal tertentu, mayat yang
sudah dikenal pun (korban pembunuhan/bunuh diri/kecelakaan) perlu diambil
sidik jarinya.

Pengambilan sidik jari mayat lebih sulit dari pada pengambilan sidik jari
orang hidup. Di samping ketelitian, ketekunan, dan kesabaran, keberanian pun
juga dibutuhkan.

Peralatan yang diperlukan untuk pengambilan sidik jari mayat (menurut

keadaan mayat) : formulir kartu sidik jari, sendok mayat, alat pembubuh tinta
(“porelon post mortem inker™), jika tidak ada, gunakanlah plat kaca, roller,

dan tinta daktiloskopi, alat suntik, cairan pengembang jari mayat ("tissue
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builder™), cairan pembersih jari mayat ("finger cleaner”), cairan pembersih
alat suntik ("tissue builder solvent™), sarung tangan karet dan masker.

Pada hakekatnya, teknik pengambilan sidik jari mayat tergantung pada
keadaan mayat tersebut. Masing-masing keadaan membutuhkan cara/teknik
penanganan yang berbeda, seperti berikut ini:

a. Mayat masih baru (baru saja meninggal)
Bila jari jari mayat masih dapat digerakan, maka mayat tersebut dite-

lungkupkan lalu pengarnbilan sidik jari dilakukan seperti biasa.

Bila jari jari mayat sulit digerakan, cara pengambilan bisa tidak dapat
digunakan. Pengambilan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan sendok mayat,

yang cara penggunaannya sebagai berikut:

1) Gunting formulir kartu sidik jari pada batas kolom tangan Kiri dan

kanan.

2) Jepit potongan formulir tersebut pada kedua sisi sendok mayat
bagian yang cekung dengan kolom sidik jari menghadap ke luar

(dapat juga pada bagian cembung).

3) Bersihkan jari mayat dengan hati-hati, kemudian bubuhkan tinta
dengan alat pembubuh tinta atau dengan roller setelah tintanya

diratakan.
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4) Capkan jari mayat tersebut dengan menekannya pada kolom sidik

jari dari formulir yang terjepit di sendok mayat. Geser formulir

menurut kolom sidik jarinya sehingga semua jari terekam.

Gambar. Pengambilan sidik jari dengan sendok mayat
b. Mayat telah kaku dan mulai membusuk
Bila jari-jari mayat menggenggam, maka jari-jari tersebut ditarik
sehingga menjadi lurus lalu dilakukan pengambilan dengan menggunakan
sendok mayat.
Jika jari-jari tersebut sulit diluruskan, sayatlah bagian dalam jari pada
ruas ke dua sehingga jari dapat diluruskan, lalu pengambilan dilakukan
dengan sendok mayat. Untuk ibu jari, sayatan dilakukan antara ibu jari dan

telunjuk.
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Apabila ujung jari mayat sudah lembek (belum rusak tetapi sudah mengkerut),
jari tersebut disuntik dengan cairan pengembang (“tissue builder™), dapat juga air
panas, sehingga kulit jari mengembangkan kemudian pengambilan dilakukan dengan

sendok mayat.
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Jika mayat mulai membusuk (awal dekomposisi), biasanya kulit jari
mulai terlepas. Bila keadaannya demikian langkah berikut ini dapat ditempuh:

1) Periksa kulit jari tersebut apakah masih baik atau ada bagian-

bagian yang rusak. Bersihkan kulit jari tersebut dengan hati-hati.

2) Kaulit dipasang kembali pada jari mayat atau dimasukan dalam jari petugas

sehingga pengambilan dapat dilakukan.

3) Jika kulit jari tersebut sudah terlepas sama sekali, kulit jari di-

oleskan tinta kemudian dijepit di antara dua kaca dan dipotret (re-

produksi). Hasil potret kemudian ditempelkan pada kartu sidik jari.

Gambar. Kulit jari yang telah

diberi tinta diapit di antara 2 kaca

Bila kulit jari sudah hilang, garis-garis papilair pada kulit masih dapat
diambil walau tidak begitu menonjol. Pemberian tinta dilakukan secara hati-hati

lalu diambil dengan sendok mayat.
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c. Mayat sudah membusuk, mengering, terendam di air

Mayat yang telah membusuk (dekomposisi) biasanya menyangkut mayat yang
ditemukan di semak-semak atau dikubur/ditimbun dengan tanah.Mayat yang telah
mengering (mumifikasi) biasanya ditemukan di tempat-tempat terbuka, garis papilair
jari mayat tidak langsung terkena tanah.

Mayat terendam di air (medok) biasanya menyangkut mayat yang sudah lama
terendam di dalam air.

Teknik yang baik untuk satu keadaan belum tentu baik untuk keadaan yang
lain. Walaupun demikian, beberapa hal yang bersifat umum seperti berikut ini perlu

diperhatikan :

1) Periksa apakah jari mayat masih lengkap. Jika tidak lengkap, apakah jari
tersebut hilang ketika masih hidup atau jari tersebut telah dimakan binatang

(catat keadaan ini dalam kartu sidik jari).
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2) Bersihkan kotoran yang terdapat pada kulit jari dengan hati-hati.
Usahakan agar kulit jari dapat dibeberkan menjadi rata (gunting di pinggir-

pinggirnya sehingga mudah dibeberkan).

3) Kulit jari diolesi tinta lalu dijepit di antara dua kaca dan dipotret

(reproduksi). Hasil potret ditempelkan pada kartu sidik jari.

Perlu diingat bahwa pengambilan sidik jari terhadap mayat yang tidak
dikenal dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk dapat mengidentifikasi
mayat tersebut. Karena itu, carilah bahan pembandingnya di file sidik jari (10
jari) atau dari sumber lain seperti: ijazah, SIM, benda milik korban yang biasa

dipegang, dll (pengecekan terhadap laporan orang hilang).

= Pengambilan Sidik Jari Telapak Tangan
Pengambilan sidik telapak tangan dianjurkan bila memungkinkan, terutama
terhadap orang-orang yang ditahan karena melakukan kejahatan-kejahatan besar.

Tidak ada masalah dalam pengambilan sidik telapak tangan ini.

Pengambilan sidik telapak tangan pada dasamya dapat dilakukan dengan dua

cara, yaitu :

a. Dengan roller berdiameter 6-12 cm. Telapak tangan diberi tinta dengan
roller tersebut, kemudian ditekankan pada kartu yang telah tersedia (kartu

khusus untuk sidik telapak tangan).
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b. Tanpa roller, telapak tangan ditekankan pada plat kaca yang telah diberi

tinta, diangkat kemudian prosedur tersebut diulangi pada kartu.

Seringkali untuk bahan pembanding, sidik telapak tangan tersangka atau pun
mereka yang secara sah memegang sesuatu di TKP perlu diambil/direkam secara
lengkap.Cara ini biasa dilakukan dalam kejahatan-kejahatan besar atau biasa disebut
"Major Case Prints". Cara ini menggunakan empat kartu ukuran 20 x 20 cm. Semua
garis-garis papilair pada jari, telapak tangan, termasuk tepi-tepinya direkam seperti

pada gambar di bawah ini.
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= Bentuk Pokok Sidik Jari (Type of Pattern)

Dalam bagian pertama telah dijelaskan bahwa sidik jari dibagi
menjadi tiga golongan besar yaitu: Arch (Busur), Loop (Sangkutan) dan
Whorl (Lingkaran).

a. Arch (Busur)

Arch terdiri dari :

1) Plain Arch adalah bentuk pokok sidik jari di mana garis-garis datar

dan sisi lukisan yang satu mengalir ke arah sisi yang lain, dengan sedikit

bergelombang naik di tengah.

AN
——
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N

Gambar. Plain Arch
2) Tented Arch (Tiang Busur) adalah bentuk pokok sidik jari yang

memiliki garis tegak (upthrust) atau sudut (angle) atau dual tiga

ketentuan loop.
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b. Loop (Sangkutan)

Gambar. Tented arch
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Loop adalah bentuk pokok sidik jari di mana satu garis atau lebih
datang dan salah satu sisi lukisan. melereng. menyentuh atau melintasi suatu
garis bayangan yang ditarik antara delta dan core, berhenti atau cenderung

berhenti ke arah sisi semula.

*~ Gambar. Loop

Syarat-syarat (ketentuan) Loop :

1) Mempunyai sebuah delta.
2) Mempunyai sebuah core.
3) Ada garis melengkung yang cukup.

4) Mempunyai bilangan garis (ridge count) sekurang-kurangnya satu.

c. Whorl (Lingkaran)

Whorl adalah bentuk pokok sidik jari, rnempunyai 2 delta dan sedikitnya

satu garis melingkar di dalam pattern area, berjalan didepan kedua delta.
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Gambar. Bentuk lukisan sidik jari
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C. UNDANG-UNDANG

UU 13/1961, KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPOLISIAN NEGARA
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang

perlu diadakan Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian
Negara, agar supaya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara
penegak hukum — dalam menyelesaikan revolusi sebagai alat revolusi yang terutama
bertugas untuk keamanan di dalam negeri — dapat menunaikan tugasnya sebaik —

baiknya.
Mengingat:
1.Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar;

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/ MPRS/ 1960 dan No.
[1/MPRS/1960;

3.Undang-undang No. 10 Prp tahun 1060 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.
MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN  POKOK
KEPOLISIAN NEGARA.

BAB I.
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KETENTUAN-KETENTUAN
Pasal 1.

(1).Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara,
ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di

dalam negeri.

(2).Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak

azasi rakyat dan hukum Negara.
Pasal 2.

Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 maka Kepolian Negara
mempunyai tugas : *2730 (1)a.memelihara ketertiban dan menjamin keamanan
umum; b.mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
c.memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam; d.memelihara
keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan
pertolongan; dan e.mengusahakan ketaatan warga-negara dan masyarakat terhadap

peraturan-peraturan Negara;

(2)dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kajahatan dan pelanggaran
menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-

lain peraturan Negara;

(3)mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan

Negara;

(4)melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu

peraturan Negara.
Pasal 3.

Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata.
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Pasal 4.

Semua peraturan-peraturan kepegawaian, gaji, pendidikan, perawatan, kesejahteran
rokhani/jasmani dan urusan sosial dari anggota Kepolisian Negara da keluarganya

diatur dengan peraturan Negara.

BAB II.
PIMPINAN DAN SUSUNAN KEPOLISIAN NEGARA
Pasal 5.

(1)Penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara dilakukan oleh Departemen Kepolisian.

(2)Susunan Organisasi, termasuk didalamnya pengkhususan lingkungan Kkerja

tertentu, diatur lebih lanjut dengan Keputusan-keputusan Presiden.
Pasal 6.

Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara.
Pasal 7.

(1)Menteri yang menguasai Kepolisian Negara, selanjutnya disebut Menteri,
memegang pimpinan penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara, baik pencegahan

(prepentip) maupun pemberantasa (represip).

(2)Menteri menetapkan kebijaksanaan kepolisian, sesuai dengan politik Pemerintah
umumnya dan politik keamanan nasional khususnya serta bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugas memelihara keamanan didalam negeri. *2731 (3)Menteri

memegang pimpinan tekhnis dan Komando Angkatan Kepolisian Negara.
Pasal 9.

(1)Kepolisian Negara merupakan satu kesatuan.
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(2)Pembagian wilayah Republik Indonesia dalam daerah-daerah wewenang
Kepolisian disusun menurut keperluan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara dan

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(3)Pimpinan Kepolisian di daerah bertanggung jawab atas pimpinan serta
pelaksanaan kebijaksanaan keamanan dan lain-lain tugas Kepolisian di daerahnya
masing-masing dan langsung bertanggung jawab kepada pejabat Polisi yang menurut
hierarchi ada di atasnya.

Pasal 10.

Mengingat adanya wewenang Kepala Daerah yang memegang pimpinan
kebijaksanaan politik polisionil dan koordinasi dinas-dinas vertikal di daerahnya
maka Kepala Daerah dapat mempergunakan Kepolisian Negara yang ada dalam
daerahnya dapat mempergunakan Kepolisian Negara yang ada dalam daerahnya
untuk melaksanakan wewenangnya dengan memperhatikan hierarchi dalam

Kepolisian Negara.

BAB llI

WEWENANG DAN KEWAJIBAN
Pasal 11.

(1)Pada umumnya tiap-tiap penjabat Kepolisian Negara menjalankan tugas kepolisian
tersebut pada pasal 2 dalam wilayah di mana ia di tempatkan. (2)la berwenang

manjalankan tugas kepolisian tersebut di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Pasal 12.

Penyidikan perkara dilakukan oleh penjabat-penjabat Kepolisian tertentu, yang

selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13.
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Untuk kepentingan penyidikan, maka Kepolisian Negara berwenang:

a.menerima pengaduan;

b.memerriksa tanda pengenalan; *2732 c.mengambil sidik jari dan memotret
seseorang;

d.menangkap orang;

e.menggeledah badan;

f.menahan orang sementara;

g.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa;

h.mendatangkan ahli;

i.menggeledah halaman, rumah, gudang, alat pengangkutan darat —laut dan — udara;
j-membelah barang untuk dijadikan bukti; dan k.mengambil tindakan-tindakan lain;

a sampai dengan k menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-uundang Hukum
Acara Pidana dan/atau lain peraturan Negara, dengan senantiasa mengindahkan

norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.
Pasal 14.

Menteri mengawasi agar penahanan dan perlakuan terhadap orang yang ditahan oleh
penjabat-penjabat Kepolisian Negara dilakukan berdasarkan hukum dan mengadakan
ketentuan-ketentuan guna pelaksanaan pengawasan tersebut.

Pasal 15.

Dalam melaksanakan wewenang dimaksud dalam pasal 12 dan 13 maka diindahkan
ketentuan-ketentuan dalam Undang-udang Pokok Kejaksaan.

BAB IV.
HUBUNGAN DENGAN INSTANSI-INSTANSI LAIN.

Pasal 16.
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Hubungan Kepolisian Negara dengan instasi-instansi lain didasaran atas sendi-sendi
hubungan fungsionil, dengan mengindahkan hierarchi masing-masing fihak.

Pasal 17.

Dalam hal terjadi gangguan ketertiban dan keamanan umum, dalam mana hal diduga
bahwa tenaga Kepolisian Negara tidak mencukupi untuk mengatasinya, maka
diberikan bantuan militer, menurut peraturan-peraturan yang berlaku tentang bantuan

militer.
Pasal 18.

(1)Mengenai tugas serta kedudukan Kepolisian Negara pada waktu Negara
dinyatakan dalam keadaan bahaya, berlaku peraturan-peraturan perundang-undangan
tentang keadaan bahaya.

(2)Kepolisian Negara dapat diikut-sertakan secara fisik di dalam pertahanan dan ikut
serta didalam pengalaman usaha pertahanan guna mencapai potensi maximal dari

rakyat di dalam pertahanan total.
BAB V.

*2733 PENUTUP

Pasal 19.

Undang-undang ini dapat disebut "UNDANG-UNDAG KEPOLISIAN NEGARA”

dan mulai berlaku, pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahunya, memerintahkan pengundangan

undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1961 Pejabat Presiden Republik Indonesia
JUANDA.
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Diundangkan di Jakarta pada 30 Juni 1961. Pejabat Sekretaris Negara, SANTOSO.

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1961
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPOLISIAN NEGARA
UMUM.

1. Seperti juga dengan alat-alat kekuasaan Negara lainnya, Kepolisian Negara
Republik Indonesia adalah alat revolusi dalam rangka Pembangunan Nasional
Semesta Berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur bersama
berdasarkan Pancasila atau masyarakat Sosialis Indonesia guna memenuhi Amanat
Penderitaan Rakyat. Pada waktu sekarang dirasakan perlu untuk mengadakan
konsolidasi sekedarnya dalam tugas dan organisasi Kepolisian Negara sebagai alat
revolusi dan sebagai penegak hukum di antara alat- alat revolusi dan penegak-
penegak hukum lainnya. Yang dimaksudkan ialah konsolidasi berupa penampungan
dalam suatu Undang-undang Pokok Kepolisian ini didasarkan pada Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I/MPRS/ 1960 dan Nomor Il
MPRS/ 1960 (Lampiran A mengenai bidang Keamanan/Pertahanan Nomor 42,
Nomor 46 dan Nomor 48).

2. Mengingat rangka dan tujuan Kepolisian Negara sebagai yang dikemukakan di
atas maka diharapkan bahwa tugas Kepolisian Negara diselenggarakan pula dengan

pembangunan Nasional Semesta itu.

3. Sebagai tugas pokok Kepolisian Negara dapat disebut memelihara keamanan di
dalam negeri. Penyidikan tindak pidana termasuk pula tugas pokok Kepolisian
Negara dalam bidang peradilan. *2734 Penyidikan terutama ditujukan terhadap
tindak pidana yang merintangi tujuan revolusi mencapai masyarakat adil dan
makmur. Sesuai dengan pembagian kerja antara Kepolisian Negara dan Kejaksaan
maka perlu ditegaskan bahwa penuntutan perkara diserahkan semata-mata kepada
Kejaksaan, dengan pengertian bahwa dalam hal-hal tertentu, menurut dan seperti

yang ditetapkan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan
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Negara, Polisi Negara berwenang mengajukan suatu perkara pidana langsung kepada
Pengadilan. Berhubung dengan hal bahwa Kejaksaan berwenang melakukan
penyidikan lanjutan, maka perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur Kkerja
sama antara Kejaksaan dan Kepolisian Negara dalam penyidikan lanjutan. Ketentuan-
ketentuan yang dimaksudkan itu diatur tersendiri antara instansi-instansi yang
bersangkutan. Selanjutnya, berhubung dengan penuntutan perkara yang menjadi tugas
semata-mata dari Kejaksaan ditambah wewenang Jaksa Agung untuk
menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum, perlu dicatat bahwa
mengenai penyampingan perkara berlaku dan tetap berlaku prosedur, bahwa Kepala
Kepolisian Negara diajak berunding sebelum diambil tindakan penyampingan oleh
Jaksa Agung, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok

Kejaksaan.
PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1.

Ayat (1). Khusus dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana menuju
ke “Masyarakat Sosialis Indonesia” tugas memelihara keamanan didalam negeri
ditujukan kepada tiap gangguan /bahaya yang datangnya dari dalam dan yang
mengancam usaha-usaha mencapai tujuan Nasional kita, sebagaimana ditegaskan
dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/ 1960 dan
No. II/MPRS/1960 (annex lampirannya). Ayat (2). Dalam istilah “menjunjung tinggi”

termasuk pengertian “memberi perlinduungan”.
Pasal 2.

Tugas-tuugas Kepolisian dalam pasal ini merupakan peincian daripada tugas yang
disebut dalam pasal 1. Untuk kepentingan pelaksanaan tugas tersebut maka pada
Kepolisian Negara diadakan antara lain Polisi Wanita, yang jumlahnya akan

memenuhi keperluan di daerah sehingga pada pelosok-pelosok. Tugas kepolisian itu
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ditujukan kepada semua orang dan golongan, termasuk orang-orang asing, yang
berada di Indonesia.

ayat (1). huruf a. Cukup jelas.

huruf b. *2735 Yang yang dimaksud dengan penyakit masyarakat adalah antara lain:
1.pengemisan;

2.pelacuran;

3.perjudian;

4.pemadatan, pemabukan;

5.perdangan manusia;

6.pengisapan (woeker);

7.pergelandangan.

Adapun tugas Kepolisian Negara dalam mencegah dan memberantas penyakit-
penyakit masyarakat tersebut ditujukan pada penyakit- penyakit masyarakat yang

akan/telah menjadi kejahatan/ pelanggaran.

Dalam hal ini Kepolisian Negara bekerja erat dengan Departemen Kesejahteraan

Sosial dan instansi-instansi lain yang bersangkutan.
huruf c. Cukup jelas.
huruf d. Cukup jelas

huruf e. Kepolisian Negara mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat
kepada peraturan-peraturan Negara yang jaminan pengamanannya diserahkan kepada
Kepolisan Negara.
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ayat (2). Cukup jelas.

ayat (3). Pelaksanaan tugas ini, dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 ayat (2)
tentang menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat antara lain yang terdapat dalam pasal
29 Undang-undang Dasar tntang kebebasan beragama. Dalam istilah “ menjunjung

tinggi” termasuk pengertian “memberi perlindungan”.

ayat (4). Tugas-tugas khusus lain yang dimaksud didalam ayat ini, diantaranya adalah
tugas yang tercantum dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
No. 1I/MPRS/1960 bidang Pemerintahan dan Keamanan/Pertahanan No. 51 yang
menyatakan : “Polisi Negara diikut-sertakan dala proses produksi dengan tidak

mengurangi tugas utamanya.”
Pasal 3.

Ketentuan dalam ayat ini adalah sesuai engan Ketetapan Mejelis Permusyawaratan
Rakyat sementara No. 11/MPRS/1960.

Pasal 4.

Pasal ini adalah untuk menegaskan bahwa peraturan-peraturan kepegawaian
dansebagainya, untuk Kepolisian Negara *2736 berdaarkan kepada Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara paal 8 yo Buku ‘KE-EMPAT, JILID XII Bab
103 yo Bab 104 S 1183 mengenai Penyusunan Kepolisian Negara.

Pasal 5.

ayat (1) Cukup jelas. ayat (2). Pada Kepolisian Negara terdapat dinas-dinas dan
lembaga-lembaga khusus untuk membantu Kepolisian Negara dalam melaksanakan

tugasnya.

Pasal 6.
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Pemimpin tertinggi dari Kepolisian Negara ialah Presiden, karena menurut Undang-
undang Dasar 1945 Presiden adalah Kepala Pemerintahan dan Menteri-menteri
adalah Pembantu-pembantunya, yang masing-masing langsung bertanggung jawab
kepada Presiden. Pasal ini harus dihubungkan pula dengan ketentuan dan penjelasan

pasal 3.
Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 7 menurut ketentuan-ketentuan tentang rugas dan wewenang Menteri. Pasal 8
memuat Kketentuan-ketentuan tentang tugas dan wewenang Kepala Kepolisiian
Negara. Jabatan Menteri yang memegang pimpinan Departemen Kepolisian dipangku
oleh Kepala Kepolisian Negara sendiri, karena jabatan Menteri tersebut menghendaki
pula pengertian dan pengetahuan sedalam-dalamnya tentang tekhnik kepolisian,
sesuai dengan Keputusan Presiden No. 21 tahun 1960 yang mengadakan jabatan
Menteri/Kepala Kepolisian Negara.

Pasal 9.
ayat (1). Cukup jelas.

ayat (2). Pembagian daerah wewenang Kepolisian Negara disusun menurut
keperluan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara, karena pembagian daerah menurut
persoalan kepolisian adalah lebih sesuai dengan tugas kepolisian yang harus
dilaksanakan. Walaupun demikian, dalam hal pelaksanaannya harus diusahakan
harmonis-dengan pembagian administratip dari instansi-instansi lain di luar

Kepolisian Negara.
ayat (3). Cukup jelas.

Pasal 10.
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Untuk kepentigan konsentrasi tindakan di daerah berdasarkan jiwa gotong-royong,
maka Kepala Daerah dapat mengadakan kooordinasi dari semua usaha-usaha dari

Dinas-dinas tehnis di daerahnya, termasuk Kepolisian Negara di daerah.
Pasal 11.
Cukup jelas.

*2737 Pasal 12. Dengan peraturan Menteri ditetapkan pejabat-pejabat mana diberi
wewenang sebagai penyidik umum dan pejabat-pejabat mana sebagai pembantu
penyidik umum. Menteri menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh
penyidik umum dan pembantu penyidik umum, untuk menjamin penyidikan perkara

sebaik-baiknya tanpa sesuatu tekanan dan paksaan.
Pasal 13.

Cukup jelas.

Pasal 14.

Pengawasan ini ditujukan kepada sah atau tidaknya penahanan-penahanan orang
sepanjang dilakukan oleh pejabat-pejabat Kepolisian Negara. Pejabat-pejabat yang
menahan orang Yyang tidak berdasarkan hukum, dikenakan hukuman biaya

administratip dan / atau hukuman pidana.
Pasal 15.

Hubungn kerja sebagai yang dimaksud dalam pasal ini harus dilakukan dengan
menjunjung tinggi kerja-sama yang sederajat, sesuai dengan semangat gotong-royong

sebagai unsur kepribadian Indonesia.

Pasal 16.
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Hubungan Kepolisian Negara dengan instansi-instansi lain didasarkan atas sendi-
sendi hubungan fungsional, agar supaya dapat dijamin hierarhi dan disiplin
Kepolisian Negara yang teguh. Disamping itu juga, hubungan instansi-instansi luar
dengan fihak Kepolisian Negara dilakukan menurut prosedur yang tidak melanggar
hierarchi Kepolisian Negara, pun pula hubungan-hubungan hierarchi yang berlaku

dilain instansi.
Pasal 17.
Cukup jelas.

ayat (2). Ketentuan dalam ayat ini adalah sesuai dengan praktek sejak Proklamasi
Kemmerdekaan hingga sekarang dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara No. 1I/MPRS/1960.
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT KOTA YOGYAKARTA
Jin.Reksobayan No.1 Yogyakarta 55122

&

SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket / B /33 / Xil / 2014 /| RESKRIM

Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : KHUDZ IRWANTO

No. Mahasiswa : 08360046

Fakultas - Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri
Program Studi . Perbandingan Mazhab

Program Khusus L.

Alamat - Dsn. Subontoro R/Rw : 004/013 Desa Kebonduren
Kec. Ponggok Kab. Blitar Jawa Timur

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan
cara wawancara,maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi
guna memperoleh gelar Sarjana (S 1)

Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

» Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Islam
dan Hukum Positif

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakar sebagaimana mestinya
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CURICULUM VITAE

Nama : Khudz Irwanto
TTL . Banjarnagara, 15 oktober 1989
Alamat : Dsn. Subontoro Rt. 004 Rw. 013, Desa. Kebonduren, Kec. Ponggok,

Kab. Blitar, Jawa Timur.

Telp/HP : 085-799-376-379
Alamat Jogja : Demangan GKI1/202 RT/RW 5/2 Gondokusuman, Yogyakarta, Kota

Yogyakarta.
Ayah > Nurudin
Ibu : Tri Wahyuni
Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan

1. MI Tarbiyatus Sholikhin Kebonduren, Blitar (1996-2002)
2. MTs Ma’arif Kawedusan, Blitar ( 2002-2005)

3. MA GUPPI Rakit, Banjarnegara (2005-2008)

4. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ( 2008-2014)

Pengalaman Organisasi
1. OSIS
2. PRAMUKA
3. PMII

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
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